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PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN 

TAHUN ANGGARAN 2006

PERATURAN GUBERNUR BANTEN 
NOMOR : 28 TAHUN 2005

Menimbanô

N'lemniie-at o o

bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari kolusi, 
koiupsi dan nepotisme, serta untuk tertib administrasi 
penatausahaan keuangan daerah, perlu pedoman sebagai 
acuan secara keseluruhan guna penyeragaman dalam 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu Petunjuk Teknis 
Penyusunan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah 
Piovinsi Banten Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
daii Koiupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 
tcntang Pemcriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 
lahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
lahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 
Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4027);
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15: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tabun 
2001 tenlang Pembinaan dan Pengawasan alas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 200'1 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tabun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ 
Jasa di lingkungan Pemerintah sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 serta 
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003;

4. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 020/Kep.350- 
Huk/2005 tanggal 7 Oktober 2005 tentang Penetapan 
Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi 
Banten Tahun Anggaran 2006.

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2002 Nomor 80 Seri E);

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 53 Tahun 2002 
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 81 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2003 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2003 Nomor 13 Seri E).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (API3D), 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perbitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

Keputusan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Provinsi Banten 2005 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 
2005;
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suatu kegiatan, pcngadaan 
yang berkaitan dengan

lain sebagai Badan Eksekutif Dacrah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bantcn.
4. Peraturan adalah Peraturan Gubernur Bantcn.

t L3 a e i a h yang selanjutnya disebut DPRD adalah

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TEN !7\NG
TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN 
PERANGKAT DAERAI I PROVINS1 BANTEN 
ANGGARAN 2006.

Daerah yang 
Gubernur dalam 

terdiri dari atas Sekretariat Daerah, Dinas

adalah Unsur

BAB I

KETENTUAN UMUM
Basal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Bantcn.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah olonom yang

DPRD Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah 

bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Banten.
10. badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bantcn.
IT Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Banten.
12. Unit/Satuan Keija adalah perangkat daerah yang mempunyai pos anggaran 

tersendiri dalam APBD.
13. Sekretariat Daerah/Dinas/Lembaga Teknis Daerah adalah Unit/Satuan Kcrja 

Eerangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UP'T'D 

Pelaksana Operasional lapangan dinas yang bersangkutan.
15. Rencana Anggaran Satuan Keija selanjutnyaj disebut RASK adalah Rencana 

Anggaran yang disusun oleh setiap unit/satuan kerja.
16. Dokumen Anggaran Satuan Kerja selanjutnya disebut DASK adalah rincian 

anggaran yang disusun oleh setiap unit/satuan kerja.
1/. Standai biaya adalah bates biaya tertinggi untuk 

barang/jasa dan lain-lain pengeluaran/belanja 
pelaksanaan anggaran.

18. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
RAPED adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Banten.
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19. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah vang sclanjntnya discbut APBD 
adalah Aiij»g,aran Pcndapalan dan Brlanja llarrah yang, dilcl.ipk.in bcrdasarkan 
Peraluran Daerah Provinsi Banten lentang APBI) Provinsi Banlcn.

20. Rencana Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah yang, 
selanjutnya disebut RPAPBD adalah Rcncana Pcrubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

21. Pendapatan Daerah adalah semua pencrimaan 
daerah dalam periode anggaran tertentu.

22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan ikepada Daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dip'aksakan berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, yan< 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pcmbangunan Daerah.

23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang, dapat dinilai deng,an uangz 
termasuk di dalamnya segalei bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kcrangka Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.

24. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan keseluruhan Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

25. Kepala Unit/Satuan Kerja adalah pejabat yang bertindak sebagai Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

26. Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja.
27. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang 

bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada 
Unit/Satuan Kerja yang dipimpinnya.

28. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris 
DPRD/Kepala Kantor selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang 
ditunjuk dan diserahi tugas oleh Gubernur sebagai pemegang kekuasaan 
sepenuhnya penggunaan anggaran satuan kerjanya.

29. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur atas 
usulan Pengguna Anggaran dan bertanggungjawab kepada Pengguna 
Anggaran vang memiliki kewenangan penggunaan anggaran tertentu.

30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai daerah 
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi 
kewenangan tertentu dalam kcrangka pengelolaan keuangan daerah.

31. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas 
melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di 
setiap unit kerja Pengguna Anggaran.

32. Pembantu Pemegang Kas adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk 
dan diserahi tugas oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan fungsi 
keuangan tertentu pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan 
APBD di setiap Unit/Satuan Kerja.
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33. Pengguna barang/jasa adalah kepala unit/kcpala satuan kerja/pengguna 
anggaran/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang, 
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan 
unit/satuan kerjanya.

34. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha alau orang perseorangan yang, 
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

35. Pemegang Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk rnenerima, 
menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit/satuan kerja.

36. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang 
daerah yang ada disetiap unit/satuan kerja.

37. Kerugian Daerah adalah Kekurangan Uang, Surat berharga, dan Barang Milik 
Daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai.

38. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang dan surat berharga milik Daerah 
yang ditentukan oleh Gubernur.

39. Penerimaan Daerah adalah semua 
anggaran tertentu.

40. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode 
anggaran tertentu.

41. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode 
anggaran tertentu yang menjadi beban daerah dan merupakan Kewajiban 
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.

42. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk 
menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

43. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 
satu tahun anggaran.

44. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk 
menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dan atau 
penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

45. Bantuan Keuangan adalah Bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada 
Pemerintah Kabupaten/ Kota, Desa/Keluraijan, Organisasi Kemasyarakatan, 
dan Organisasi Profesi dengan kriteria tidaklrnenerima sccara langsung imbal 
barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan 
penjualan, tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan 
datang seperti lazimnya suatu piutang dan, tidak mengharapkan adanya hasil 
seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

46. Biaya Stimulan adalah Bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada 
masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga 
lainnya untuk menumbuhkembangkan pemberdayaan masyarakat dalam 
rangka percepatan pembangunan daerah.

47. Uang Representasi adalah dana penunjang perjalanan
48. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi 

pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen 
pembiayaan.
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49. Pengclolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap 
barang daerah yang melipuli perencanaan, penenluan kebuluhan, 
penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, 
pcnyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, 
pemanlaatan, perubahan status hukum serla penalausahaannya.

50. Standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah adalah pembakuan 
ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain- 
lain barang yang mcmerlukan standarisasi.

51. Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan 
kualitas dalam 1 (satu) periodo tertentu.

52. 1’enentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk mcrumuskan 
perincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan 
pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dituangkan dalam perkiraan 
anggaran.

53. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat 
penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnyapenyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah .
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

54. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban 
pihak lain sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah 
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

55. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
meneiima daii pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga 
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit 
jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

56. Dana Alokasi Umum adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 
sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemberian 
otonomi daerah.

57. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 
untuk membiayai kebutuhan khusus.

58. Dana Peiimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang 
dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desen tra lisas i.

□9. Belanja Administrasi Umum adalah belanj 
non investasi.

60. Belanja Operas! dan Pemeliharaan adalah belanja yang digunakan atau 
membiayai kegiatan non Investasi (tidak menambah aset).

61. Belanja Modal adalah Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan 
investasi (menambah aset).

o2. Rinciaii Kegiatan adalah daftar secara rinci suatu kegiatan.
6o. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang 

dan jasa.

64. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 
yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun 
oleh penyedia barang/jasa.
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65. Pengadaan tanah bagi pclaksanaan pcmbangunan untuk kcpcnlingan umum 
adalah kegiatan untuk mcndapatkan lahan tanah bagi pclaksanaan 
pcmbangunan untuk kcpcnlingan scluruh lapisan masyarakat dcugan caia 
mcnibcrikan ganti rugi kcpada yang bcrhak alas tanah tcrscbut mclalui jual 
bcli, tukar menukar atau cara lain vang, disepakati olch pihak yang 
bersanpjkutan vang dilakukan Panilia Pengadaan lanah.

66. Aset Dacrah adalah semua harta kekayaan milik dacrah baik barang berwujud
maupun barang tidak berwujud. i

67. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang nieliputi bahan
baku, barang setengah 
ditetapkan oleh pengguna barang. i

68. Barang Dacrah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki atau 
vang dikuasai dacrah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta 
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, 
dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan 
kecuali uang dan surat berharga lainnya.

69. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pclaksanaan konstruksi atau 
wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan 
pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh 
pengguna barang/jasa.

70. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai 
bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan 
konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran 
tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara 
sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasd.

71. Jasa lainnva adalah segala pekerjaan dan atau penyedia-an jasa sclain jasa 
konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

72. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk 
mclaksanakan pemilihan pciwcdia barang/jasa.

73. Pejabat Pengtldr.an adalah pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh 
pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa 
dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

74. Pengawas Teknis adalah Unit/Satuan Kerja Teknis Dacrah yang terkait atau 
konsultan pengavvas yang bertugas melaksanakan pengawasan teknis kegiatan.

75. Daftar Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disebut DKBU adalah 
pedoman pclaksanaan pengadaan barang Unit dalam suatu tahun anggaran.

76. Daftar Kebutuhan Barang Dacrah yang selanjutnya disebut DIO3D adalah 
merupakan kompilasi dari DKBU.

77. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disebut DKPBU 
adalah pedoman pclaksanaan pemeliharaan dalam satu tahun anggaran.

78. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah yang selanjutnya disebut 
DKPBD adalah merupakan kompilasi dari DKPBU.

I



c.

L

BAB II
K EWENANGAN

Basal 2

Gubcrnur Bantcn scbagai Pemcgang Kckuasaan Umum Pcngclolaan Kcuangan 
Daerah yang karena jabatannya mcmpunyai kcwcnangan menyclenggarakan 
keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban nienyampaikan 
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kcwcnangan tcrscbut kcpada Dcwan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

Pasal3
Gubeinui Bantcn scbagai Otorisator dan Ordonator Barang dan Jasa Daerah 
beiwenang dan bertanggungjawab atas pcmbinaan dan pelaksanaan pengelolaan 
Barang dan Jasa Daerah.

Pasal 4
(1) Dalam mclaksanakan Ingas Pemcgang Kckuasaan Umum Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubcrnur Bantun 
mendelegasikan sebagian tugasnya kcpada Dinas, Badan, Secretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD dan Kantor.

(_) Untuk pengeluaran lidak Tersangka dan Subsidi kepada Kabupaten/ 
Kota, Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan 
Otoiisasi (SKO) ditandatangani oleh Gubcrnur Banten sesuai dengan 
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5
Petunjuk Feknis Penyusunan Anggaran Satuanj Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Banten sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6
Dalam melakanakan tugas dan fungsi selaku pemegang kckuasaan daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubcrnur Bantcn dibantu oleh Perangkat 
Daeiah yang sesuai dengan tugas pokok dan tungsinya, yang terdiri dari :
a. Scbagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
b. Scbagai Pelaksana Fugas dan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah 

Kantor Kas Daerah Provinsi Banten;
Scbagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Inventarisasi Aset Daerah adalah Biro 
Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

d. Scbagai Pelaksana Anggaran/Kegiatan adalah Satuan Kerja Provinsi Banten;
e. Scbagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Koordinator Pendapatan Daerah adalah 

Dinas Pendapatan Provinsi Banten;
1. Scbagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendali Kegiatan adalah Biro 

Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten,
g. Scbagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Monitoring serta Evaluasi Tujuan

1 iogram adalah Badan Perencanaan Daerah Provinsi Bantcn;
h. Scbagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan Daerah adalah Badan 

Pengawas Daerah Provinsi Banten.



BAB 111

Pit: GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

F

CHAERON MUCHSIN

Diundangkan di Sevang 
pada tanggal 26 October 200",

ETARIS DAERAH 
VINSI BANTEN,

Ditetapkan di Sevang 
pada tanggal 24 Oktober 2OO5

SEI'
PF

KEUANGAN
Pasal S

Penempatan Kekening Kas Daevah pada PT. Ba'nk Jabav Cabang Sevang.

BAB IV 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 9

1 lal-hal yang belum diatuv dalam Peratuvan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatuv oleh Kepala Satuan Kevja.

BERITA DAERAH PROV1NSI BANTEN1 TAHUN 2005 NOMOR .3.1 
SERI .31

Pasal 10
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkatt.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja yang terdiri dari Dinas, Badan,Kantor, Sekretariat 
Daeiah dan Sekretariat DPI\D disamping sebaj’ai Pcngj’uiia Anggai an juga 
sebagai Pengguna Barang dan Jasa.


